
TATAP MUKA KULIAH II

KELAIKAN KAPAL (KAPAL LAIK LAUT)

· Kelaiklautan Kapal (pasal 1 huruf 33 UU No.17 tahun 2008) : keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
Dari definisi tersebut diatas maka setiap kapal harus dalam keadaan laiklaut dan laik kapal. 

· Laik Laut (Seaworthness) berarti : 1). Kapal laik untuk mengahadapi berbagai resiko atau kejadian wajar selama pelayaran. 2) Kapal laik untuk menerima muatan dan mengangkutnya serta melindungi keselamatan muatan dan ABKnya. 3) Kapal tidak mencemari lingkungan

· Kelaikan kapal mensyaratkan : 1) Bangunan kapal dan kondisi mesin dalam keadaan baik. 2) Nakhoda dan ABK berpengalaman dan bersertifikat. 3) Alat perlengkapan kapal memadai 4) Kapal tidak mencemari lingkungan

· Pasal 117 ayat 2 UU No. 17 tahun 2008 menyebutkan Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:
a. keselamatan kapal;

b. pencegahan pencemaran dari kapal;

c. pengawakan kapal;

d. garis muat kapal dan pemuatan;

e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;

f. status hukum kapal;

g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan

h. manajemen keamanan kapal

· Pasal 117 ayat 2 UU No. 17 tahun 2008 menyebutkan  bahwa Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.
· Pasal 124 ayat 1 UU No. 17/2008 menyebutkan bahwa Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
· Pasal 124 ayat 2 UU No. 17/2008 menyebutkan bahwa Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. material;

b. konstruksi;

c. bangunan;

d. permesinan dan perlistrikan;

e. stabilitas;

f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan

g. elektronika kapal.

· Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri. (Pasal 126 ayat 1 UU No. 17/2008)
· Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (Pasal 126 ayat 2 UU No. 17/2008)
a. 
sertifikat keselamatan kapal penumpang;

b. 
sertifikat keselamatan kapal barang; dan

c. 
sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.

· Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi. (Pasal 126 ayat 5 UU No. 17/2008)
· Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal. (Pasal 129 ayat 1 UU No. 17/2008)

· Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (Pasal 128 ayat 2 UU No. 17/2008)
· Untuk Indonesia pemeriksaan & pengujian kapal dilakukan oleh BIRO KLASIFIKASI KAPAL INDONESIA. Biro Klasifikasi Kapal Indonesia merupakan badan yang mengawasi kapal kapal dagang agar kapal kapal tersebut dalam konstruksi dan operasinya dapat memenuhi syarat dan standar kelaiklautan kapal dan keamanan kapal. Biro Klasifikasi juga memberikan informasi yang dibutuhkan tentang kapal dagang terhadap pemilik kapal, kalangan kapal, perusahaan asuransi dsb.

· Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. (Pasal 219 ayat 1 UU No. 17 tahun 2008)
Note :

Dalam penjelasan Pasal 219 ayat 1 UU No. 17 tahun 2008 disebutkan bahwa Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut port clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

· Pasal 219 ayat 3 UU No. 17/2008 mengatur bahwa Surat Persetujuan Berlayar tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila :

1. Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (pelanggaran pasal 44).

2. Kapal tidak memenuhi syarat kelaiklautan kapal (Pelanggaran pasal 117 ayat 2)

3. Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan tidak sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari Menteri (Pelanggaran pasal Pasal 125 ayat (2)
4. Kapal yang memperoleh sertifikat tidak dipelihara sehingga tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (Pelanggaran Pasal 130 ayat 1).
5. Kapal tidak memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran (Pelanggaran pasal 134 ayat 1).
6. Kapal diawaki oleh Awak Kapal yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional (Pelanggaran pasal 135).
7. Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan peti kemas serta pengaturan balas tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal (Pelanggaran pasal 149 ayat 2).
8. Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu tidak memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal (Pelanggaran pasal 169 ayat 1).
9. Kapal yang memasuki pelabuhan tidak menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan (Pelanggaran pasal 213 ayat 2).
10. Kapal yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan, dan pada saat meninggalkan pelabuhan tidak mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di pelabuhan (Pelanggaran pasal 215).
BUKTI KEBANGSAAN KAPAL LAUT INDONESIA

· Kebangsaan Kapal merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan hak mengibarkan bendera (Indonesia), perlindungan diplomatik dan pendaftaran dalam register umum kapal Indonesia. 

· Dengan membentangkan kekuasaan negara pada kapal yang berbendera kebangsaan tersebut, maka dimanapun kapal itu berada selalu mempunyai kedudukan hukum, Misalnya : Perluasan kekuasaan negara tidak meliputi kapal negara mereka yang sedang berlayar, maka setiap kapal yang berada dilaut bebas tidak mempunyai kedudukan hukum  sama sekali. Indonesia mengenal perluasan kekuasaan negara yang demikian pada kapal laut, hal ini misalnya tercermin dalam Pasal 3 KUHP “Aturan pidana dalam Perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang diluar Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di kapal kapal Indonesia.

· Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 158 ayat 1 UU No. 17/2008).
· Pasal 158 ayat 2 UU No. 17/2008, Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:

a.
kapal dengan ukuran tonase kotor sekurangkurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage);

b. kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan

c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

· Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia (Pasal 158 ayat 3 UU No. 17/2008).
· Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan grosse akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar (Pasal 158 ayat 4 UU No. 17/2008).
· Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan (Pasal 162 ayat 1 UU No. 17/2008).
· Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri (Pasal 163 ayat 1 UU No. 17/2008.
· Pasal 163 ayat 2 UU No. 17/2008, Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
a. 
Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih;
b. 
Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau
c. 
Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
· Mengingat tatacara penerbitan dan jenis surat tanda kebangsaan kapal menurut UU No 17/2008 belum ada maka sebagai peraturan pelaksanaan tetap digunakan Beslit Surat Laut dan Pas Kapal 1934 (Stb 1934 No.78 jo Stb 1935 No. 535) dan Ordonansi Surat Laut dan Pas Kapal 1935 (Sstb 1935 No. 493).
· Pasal 3(1) Beslit menyebutkan : Kepada kapal laut Indonesia diberikan bukti kebangsaan dalam bentuk : SURAT LAUT, PAS KAPAL, SURAT LAUT SEMENTARA.
1. Surat Laut Sementara. Diberikan bagi kapal yang dibeli/dibangun diluar Indonesia, pada waktu akan dibawa pulang ke Indonesia diberikan Surat Laut Sementara oleh menteri perhubungan, dengan syarat bahwa adanya surat bukti kepemilikan, dimiliki oleh WNI atau dimiliki oleh penduduk RI dengan syarat-syarat tertentu. Surat laut sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Sesudah sampai di Indonesia maka kapal harus mengajukan permohonan mendapatkan surat bukti kebangsaan Indonesia.

2. Surat Laut. Diatur dalam Ordonansi 1935(Stb 1935 No.493), Surat Laut diberikan untuk kapal laut yang isi kotornya 500M3 atau lebih yang bukan kapal nelayan atau kapal pesiar.

3. Pas Kapal. Diatur dalam Ordonansi 1935(Stb 1935 No.493), Pas Kapal diberikan pada kapal yang tidak dapat diberikan surat laut. Pas kapal ada dua macam :

a. Pas Kapal Tahunan : Diberikan kepada kapal yang isi kotornya 20M3 atau lebih tapi kurang dari 500M3 yang bukan kapal nelayan atau kapal pesiar dan diberikan paling lama satu tahun s/d 15 bulan

b. Pas Kapal Kecil : Diberikan bagi kapal yang isi kotornya kurang dari 20M3, kapal nelayan laut dan kapal pesiar dan diberikan untuk waktu yang tidak tertentu selama masih digunakan kapal.

· Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal (Pasal 165 ayat 1 UU. No. 17/2008).
· Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya (Pasal 165 ayat 2 UU No. 17/2008).
· Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas (Pasal 166 ayat 1 UU No. 17/2008).
· Setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia selain bendera kebangsaannya (Pasal 166 ayat 2 UU No. 17/2008).
· Kapal berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan (Pasal 167 UU No. 17/2008).
· Untuk dapat mengibarkan bendera harus mempunyai surat bukti kebangsaan kapal yaitu Surat Tanda Kebangsaan Kapal, sedangkan untuk mendapat surat tanda kebangsaan kapal tersebut pemilik kapal harus punya antara lain grosse akta pendaftaran kapal yang dibukukan dalam register kapal.

PENGUSAHAN KAPAL DAN PERUSAHAAN PERKAPALAN

· Pengusaha Kapal (pasal 320 KUHD) : Orang yang mengoperasikan kapal untuk pelayaran di laut, yang dikemudikan sendiri atau oleh nakhoda yang dipekerjakan dibawah perintahnya. Dari definisi ini maka seorang REDER(pengusaha kapal) tidak perlu memiliki kapal sendiri tetapi cukup dengan cara mengoperasikan kapal dilaut, misal dengan mencarter bagi pengangkutan barang dan penumpang.

· Sedangkan menurut pasal 1 huruf e jo pasal 13 (1) PP. No.17 th 1988, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut,  yang disebut Perusahaan Pelayaran (Pengusaha kapal/Pengangkut) adalah Badan hukum atau badan usaha yang mengusahakan jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal. Untuk manjalankan usaha harus mempunyai syarat  A). Merupakan perusahaan pelayaran Negara/daerah/badan hukum. B). Memiliki atau mengusai kapal laut berbendera Indonesia C). memiliki NPWP.
· Perusahaan Perkapalan : Suatu badan hukum  yang menjalankan perusahaan dengan cara mengoperasikan kapal atau usaha lain yang erat hubunganya dengan kapal, misalnya Perusahaan pengangkutan dan Perusahaan penunjang pengangkutan seperti EMKL dsb.

· Jadi yang termasuk perusahaan perkapalan :

1. Rederij : Pemilikan bersama leh beberapa orang atas sebuah kapal u/ pelayaran di laut

2. Perusahaan Perseorangan as kapal

3. Perusahaan perkapalan lain spt, EMKL, Freigth Forwarding

· Pasal 321(1) KUHD Pengusaha kapal terikat oleh segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap/ sementara pada kapal dalam lingkungan kekuasaan mereka. Juga bertanggung jawab atas segala kerugian kepada pihak ketiga oleh suatu perbuatan melawan hukum dari mereka yang bekerja tetap/sementara asalkan dilakukan dalam rangka dan pada waktu mereka menjalankan tugas mereka.

